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BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, dan pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuaan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal dua puluh empat bulan Juni Tahun 2024,



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340j);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor 6883);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 1);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

5. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian
nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk
mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah
daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

6. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar
Rp1.485.282.102.203,- bertambah sebesar Rp972.074.183.144,-sehingga
menjadi Rp2.457.356.285.347 ,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 1.330.574.760.422,-

b. Bertambah /(Berkurang) Rp. 898.526.684.888.-

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.229.101.445.310,-
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2. Belanja Daerah
a. Semula Rp1.485.282.102.203,-
b. Bertambah /(Berkurang) Rp 922.074.183.144.-
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.407.356.285.347,

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 154.707.341.781,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 73.547.498.256,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 228.254.840.037,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp.50.000.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 50.000.000.000,-
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 178.254.840.037,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 100.655.647.571,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.153.243.118.-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp151.808.890.689,-

b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp.1.055.099.972.851,-
2) Bertambah/{Berkurang) Rp. 413.182.357.470,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.468.282.330.321,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 174.819.140.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 434.191.084.300,-
Jumlah Setelah Perubahan Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp609.010.224.300,-
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Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
bersumber dari:
a. Pajak daerah;
1) Semula Rp. 47.500.000.000,-
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 34.960.000.000,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp82.460.000.000,-

b. Retribusi Daerah,;
1) Semula Rp 8.103.628.875,-
2) Bertambah /(Berkurang) Rp.  (1.553.204.875.,-)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 6.550.424.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. 5.870.000.000,-

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 1.319.685.965,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 7.189.685.965,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1) Semula Rp. 39.182.018.696,-
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 16.426.762.028,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 55.608.780.724,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Semula Rp. 945.366.685.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 413.182.357.470,-
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
Rp.1.358.549.042.470,-

b. Transfer antar daerah
1) Semula Rp. 109.733.287.851,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-
Jumlah tranfer antar daerah setelah perubahan
Rp 109.733.287.851,-
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(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 huruf ¢, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah;
1) Semula Rp. 656.500.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 656.500.000,-
b. Lain lain Pendapatan sesuai perundang-undangan;
1) Semula Rp. 174.162.640.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 434.191.804.300,-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 608.353.724.300,-

Pasal 5
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas:
a. Belanja Operasi;
1) Semula Rp.1.006.855.799.259,-
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 310.865.259.251.-
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.317.721.058.510,-

b. Belanja modal;
1) Semula Rp331.357.191.944 -

2) Bertambah/(Berkurang) Rp575.059.321.868.-
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 906.416.513.812,-

c. Belanja tidak terduga;
1) Semula Rp. 20.000.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  (7.243.254.488.-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.756.745.512,-

d. Belanja transfer :
1) Semula Rp. 127.069.111.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 43.392.856.513,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.170.461.967.513,-




Pasal 6
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri
atas :
a. Belanja pegawai;
1) Semula Rp518.369.221.231,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 46.650.440.796,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp565.019.662.027,-

b. Belanja barang dan jasa;
1) Semula Rp 434.095.869.892,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 238.625.046.482,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp672.720.916.374,-

c. Belanja hibah;
1) Semula Rp38.092.108.136,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp19.315.771.973.-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp57.407.880.109,-

d. Belanja bantuan sosial;
1) Semula Rp. 16.298.600.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.274.000.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahanRp22.572.600.000,-

(2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :
a. Belanja modal tanah;
1) Semula Rp 7.476.862.500,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp163.386.462.989,-
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp170.863.325.489,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin;
1) Semula Rp57.963.195.250,-
2) Bertambah /(Berkurang) Rp40.894.826.013,-
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
Rp98.858.021.263,-

c. Belanja bangunan dan gedung;
1) Semula Rp 50.537.617.555,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 125.827.677.587 .-
Jumlah belanja bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp176.365.295.142,-
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d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
1) Semula Rp 215.195.201.784,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 241.176.785.129,-
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan
Rp456.371.986.913,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya:
1) Semula Rp 48.600.000,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 3.773.570.150,-
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp3.822.170.150,-

f. Belanja modal aset lainnya:
1) Semula Rp 135.714.855,-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,-
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp135.714.855,-
(3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf d, terdiri
atas:

a. Belanja bagi hasil,

1) Semula Rp. 7.213.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.340.679.513,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp10.553.679.513,-
b. Belanja bantuan keuangan:

1) Semula Rp.119.856.111.000,

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 40.052.177.000,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp159.908.288.000,-

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024,

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
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b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam anggaran berjalan;

b. Belanja daerah dalam yang bersifat mengikat dan belanja bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini terdiri
dari:

1. Lampiran [ Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;
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8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan
APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal Qxigustus 2024
kBUPA’Rb SUMBAWA BABAT,

D1undangka.n di Taliwang

pada\@angégef]f\“1 2  Agustus 2024
‘ ISEDAY RAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT ¢ TAHUN 2024



